KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDO

NOMOR : /67 Y TAHUN 2014 '

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

Menimbang o

Mengingat

DARUL MU'ALLA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untule
menyelenggarakan madrasah sesuai  dengan  standar

bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah
memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
yang telah ditetapkan; '

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian lzin
Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Darul Mu'alla;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gum dan
Dogen [Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586]);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidiken (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 32 Tahun 2013
tentang Perubshan atos Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Megara Republk Indonesia Tshun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Momor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863):
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5. Peraturan Pemerintah Nomor <48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan {Lembaran MNegara Republik Indomesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Megara Republile
Indonesia Nomeor $864); .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Chuara

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2008 MNomor
194, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor
A4941});

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambaharn

Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor S150)

a telah diubah dengan Peraturan Pemerintakb

MNomor 66 Tabun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Neomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolnan dan

Pendidilkan (Lembaran MNegara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor S157);

8. Peraturan Menteri Pendidilcan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Ut le Selolah
Dasar/ Madrasah Ibtidadyvah, Seckolakh Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas ) Madrasah Alivah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahuwun 2010

tentang Standsar Prelayanan Mindmeal Pendidiloan i
Kabupaten /Kota scbagaimana telah dinbah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudasaon Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perabahan atas Peraturan Menteri Pendidilesn
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayaman

Minimal Pendidiken Jdi Kabupaten /Kota;

10 . Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentamng

Standar HKompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidiloaon
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasakh;

11 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

pada Sckolah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

NMomor 208) sebagaimana telah dinbah dengan Perabtaran

Menteri Agama Nomer 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengawas Madrasabh dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
Selolah

pada [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Momor 684);
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Memperhatikan
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KEDUA

KETIGA
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12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tabhun 2013 tentang
Penyelenggaran  Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

‘Rekomendasi dari Hepala Kantor Kementerian
Kabupaten Merangin Nomor: Kd.05.02/2/PP.04/249 /2014
Tanggal 12 Juli 2014, ;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESLA

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIVAH
SWASTA DARUL MUVALLA.

: Memberikan izin operasional madrasah yang diselenggarakan

cleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang mmpa]-mn bagian tidak terpisahlcan dari
Keputuaan ini.

: Izin operasional sebagaimana d:m.n.k:aud dalam DIKTUM KESATU

diberilan untuk janghka waktu 4 (empat) tabun terhitung sejak
tahun pelgjaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

: Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Madrasah yang

bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berilout:

c. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanasn
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanasn pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan

d. mengajukan pendaftaran vigitasi alreditasi
sekolah /madrasah kepada BAP-8/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

‘ Dalamy  hal lapeoran perkembanpgan madrasah scbagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huraf a dinilai memuaskan
dan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA
huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin cperasional
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlalku.




:Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana

dimaksiid dalam DIKTUM KEDUA huruf a dinilaj kurang
memuaskan atau  hasil akreditasi sebagaimana dimaksud
DIKTUM KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal
maka izin operasional scbagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peratiran perundang-

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di .Jambij
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